PUTUSAN
Nomor 0304/Pdt.G/2018/PA. Tgt

DEM) KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
dalam perkara Cerai Gugat antara: _

. Fatimah binti Utuh Sofa, tempat dan tanggal lahir, Bajayau Lama, 13 Mei 15895/
@ ¥ ' umur 22 tahun, agamanlslam,%pend[dikan 8D, pekerjaan ibu rumah
tangga tempat tlngg ”fdnlalanﬂManunggal RT. 009, Desa Pait,

]

Dar- mnsyah bin Utuh H;tt_
1991 / urj1

Indonesia, sebagat
Pengadilan Agama tersebut,
Telah membaca surat gugatan dan mendengar Keterangan Penggugat.
Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di
persidangan. _
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan terhadap
Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tanggal 22 Maret 2018
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam
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Disclaimer
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A,

Register perkara Nomear D304/Pdt.G/2018/PA.Tgt, tanggal 22 Maret 2018 dengan
dalil-dalil sebagai berikut;

1.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikehan pada
tanggal 09 September 2012 yang dilaksanakan di Desa Bajayau Lama,
Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan
Selatan di hadapan Penghulu bemama lyus, dengan wali nikah yaitu ayah
kandung Penggugat yang bernama Wuh Sofa, dengan mahar berupa uang
sébesar Rp 20.000,C0 (dua puluh ribu rupiah) dan disaksikan cleh dua orang
saksi bernama Muhammad Zaini dan Basrani serta banyak corang lain yang
hadir, namun pernikahan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

”

Kantor Urusan Agama Kecat;pat”a;ﬁfD'a:haﬁBarat, Kabupaten Hulu Sungai

Selatan, , .
Bahwa, setelah melangsungkaﬁ pemnikahan’ tersebul Penggugat dan Tergugat
telah hidup bersama sebagatmana Iayaknya suaml istri, bertempat tinggal di
rumah orangtua Tergugat» dl Desa- BajaVau LarltnajjJ Kecamatan Daha Barat,

Kabupaten Hulu Sungai Selatan P "_'\n i KahmantaniSelatan

Bahwa, selama perrika 'an'tersebut

é‘mw'

1 (satu ) crang anak bernama Rahmad Idup bm E)%rmansyah lehir Bajayau

gugat dan Tergugat sudah dikaruniai

pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun Iag| dalam rumzah tangga yang
disebabkan:
a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat

karena Tergugat jarang bekerja dan bekerja yang penghasflannya hanya
untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan
rumah tangganya/tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak
dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
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b. Tergugat memiliki sifat tempramental sehingga setiap ada hal-hal yang kecil
Tergugat langsung marah bahkan hingga menyakiti badan/jasmani
Penggugat seperti saat itu Tergugat menanyakan uang yang diberikan
kepada Penggugat dan penggugat menjawab bahwa uang tersebut sudah
digunakan untuk membeli beras, namun Tergugat tidak terima dan
langsung marah-marah kepada Penggugat. _

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
terjadi pada bulan September 2014, yang disebabkan dengan alasan yang
sama dan sejek saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

¥
@ # tinggal, Tergugat telah pergi meninggalken Penggugat dari tempat tinggal
bersama tanpa member|tahukankém"é“ﬁ”é“_’tu;uan kepergiannya hingga saat ini.
) 6.
?-
: 7.
%
8.
&
4
9.

Pemerintahan, tanggal 22 Maref Q,‘J,_-u,_ _urat I';eterangan terlampir).
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dali! tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cg. Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini dan sejanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2, Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Fatimah binti Utuh Sofa)
terhadap Tergugat (Darmansyah bin Utuh Halui) yang dilaksanakan pada
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tangga! 09 September 2012 di Desa Bajayau Lama Kecamalan Daha Barat
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat {Darmansyah bin Utuh
Halui} terhadap Penggugat (Fatimah binti Utuh Sofa).
4. Membebarikan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-

adilnya.
5 Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majslis,
6 i ~ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanah Grogot, telah melakukan
g
&,

Penggugat dengan menasmatt Pen gugat agar _ykun dan bersatu kembali dalam
membina rumah tangga, akan tetapthe'_f_

__gugaﬂ'étap dengan gugatannya.

Bahwa perdamaian melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan
sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang
Mediasi, karena Tergugat tidak permmah menghadap ke persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap
dipertahankan Penggugat, sementara untuk jawaban Tergugat, karena
ketidakhadirannya, maka jawabannya 1idak dapat didengar.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telzh

mengajukan alat bukti sebagai barikut:
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a. Bukti Tertulis:
Fotokopi Kartu Keluarga, atas Nama Fatimah, Nomor 6401062905170004
tanggal 05 Juni 2017, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Paser, bukti térsebut telah dinazegelen dan diberi meterai
cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan
diberi kode P.
b. Bukti Saksi
1. Utuh Sofa bin Salamat, lahir di Bajayau, tanggal 01 Juli 1972 / umur 48
tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di

2y
@ ‘ = RT. 09, Desa Bajayau Lama, Kec. Daha Barat, Kab. Hulu Sungai Utara,
~ memiliki hubtingan sebagap«o‘”r’é”ﬁg yang sudah dianggap sebagai Ayah
) Kandung Penggugat, d1< baw_ hi"'sLumr__'ahnya menerangkan hal-hal yang
& pada pokoknya sebagal b.« | 'kut
: - Bahwa Penggugat‘: an Tergugat adal r_m("%uaml Istri, menikah pada
¥ tanggal 29 Septémber 2@12" dl Desa Bajayéu Lama.
- Bahwa Saksi me ghadiri peir]
- Bahwa Penghui
A P
bernama lyus.
’3 3

Bahwa yang dltunjuk sebagal Saksf pada akad nikah Penggugat dan
Tergugat adalah Muhammad Z .d4n Basrani.

o

- Bahwa banyak orang lain yang hadir saat pernikahan Penggugat dan
Tergugat dilaksanakan.

- Bahwa mahar yang diberi Tergugat kepada Penggugat berupa uang
sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa penyebab pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak fercatat
adalah karena petugas Kantor Urusan Agama tidak mencatatkan
pernikahan Penggugat dan Tergugat, padahal Penggugat dan Tergugat
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>

o4

'

. Arbainah binti Han

telah mengkapi persyaratan pencatatan nikah.

- Bahwa sejak tahun 2014, Tergugat Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat tanpa izin.

- Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali,
tidak pernah mengirim kabar kabar dan uang.

- Bahws Penggugat dan Keluarga telah berupaya mencari keberadaan
Tergugat, namun sampai saat ini Tergugat ftidak diketahui

keberadaannya.

- Bahwa Saksi telah memberi nasihat kepada Penggugat untuk
mengurungkan niatnya f,untuk“*beroeral dengan Tergugat, namun

Penggugat tetap i mgtn berce?at dengan *?{'ergugat

- Bahwa keterangan '%;,ing Saksa sampa;ykan atas dasar pengetahuan

Saksi sendiri. f Y | |
£
iah lahir dn Bajayau Lamaa tanggal 08 Februari 1976

! umur 42 tahun,iagama Islam' 'e_n_'ididikérim-

.‘_‘ oy

‘.‘RW tflt)= -;Desa Bajayau Lama, Kec.

_-D pekerjaan ibu rumah

tangga, bertempa’t‘tl\___ggai -di R'F
Daha Barat, Kab Hulu Sunga"‘Selatan Saka: memiliki hubungan Ibu

Kandung Pengguga@ dan di- bawah;’sumpahnya ;nenerangkan hal-hal yang

pada pokoknya sebag ,I_;J

- Bahwa Pengguga'% dan Terg ga ada ah’ suami Istri, menikah peda

%
tanggal 29 September; 20‘}2

dl Desa Ba]ayau Lama.
- Bahwa Saksi menghadlr: pemﬂcah’”n Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa Penghulu yang membantu pernikahan Penggugat dan Tergugat
bernama Iyus.

- Bahwa wali nikah Penggugat yaitu ayah kandung Penggugat.

- Bahwa yang ditunjuk sebagai Saksi pada akad nikah Penggugat dan
Tergugat adalah Muhammad Zaini dan Basrani.

- Bahwa banyak orang lain yang hadir saat pernikahan Penggugat dan
Tergugat dilaksanakan.
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- Bahwa mahar yang diberi Tergugat kepada Penggugat berupa uang
sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupigh).

- Bahwa penyehab pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat
adalah karena petugas Kantor Urusan Agama tidak mencatatkan
pemikahan Penggugat dan Tergugat, pada Penggugat dan Tergugat
telah mengkapi persyaratan pencatatan nikah.

- Bahwa sejak tahun 2014, Tergugat Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat tanpaizin.
L - Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali,

O

tidak pernah mengirim kabarkabar.dan uang.
%,

5 &AL
ATy

Tergugat, namun"r gmpa| saat

ksberadaannya. ;

‘ Engan Tergugat, namun

L&

O pokoknya tetap dengan gugatahnya dan memaﬁ'hén agar perkara ini diputus
dengan mengabulkan Gugatan Pepg@ugat it
Bahwa Tergugat tidak hadir d| persidangan, sehingga Kesimpulannya tidak
dapat didengar.
Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam
Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup
menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telzh diuraikan di atas.
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Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan
secara [slam, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama,
oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 1888 Tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah menjadi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan
berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat ‘merupakan orang yang
berkepentingan dalam perkara ini (persona standy in Yudicio) sehingga memiliki

" thy

@ legal standing dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa perkawm'a antara Penggugat dan Tergugat
dilaksanakan menurut tata cara agama lslam dan perkara @ quo merupakan
perkara perceraian yang dlkumu1a51 dengan pengé§ahan nikah, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 40 dan Pésa 63 ayat (1 huruf"

Tahun 1974 tentang Perka\iw’ 'n Juncto.PasaI 49 (’!'f ats':l huruf a) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 yang' elah diub I de"‘gan Undang-Undang Nomar 3 Tahun

)l'f Undang-Undang Nomor 1

52

1 q'i..

Nomar 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 Juncto Pasal 128 KHI (Kempilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara

a guo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot.

Menimbang, bahwa tentang gugatan Pengesahan Nikah Penggugat ini,
telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap pengumuman
tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga telah
memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor KMA/032/SK/IVI2006 tanggal 04 April 2008
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tentang pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi
Peradilan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil untuk menghadap di

persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2

R.Bg. juncto Pasal 256 Peraturan Pemerintah Nomer © Tahun 1875 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan
demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil melalui media massa secara

- resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, oleh karena itu panggilan

6 ’ tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;enfan F?elaigsanaan Undang-undang Nomor 1

tahun 1974 tentang Perkawmarf juhct@Buku ‘Jl Pedoman Pelaksana Tugas dan

Adminstrasi Peradilan yang mer’upakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I.

< Nomer I(MA!OSZISKIIW.?OOB tanggal 4 Aprll 2006 féntang Pemberlakukan Buku ||
@, menghadap secara in peréﬂ@n ke per5| .gén sedaﬁgl{an Tergugat tidak pernah
_ & hadir dan fidak mengutus oran' Ialn sebagal'% wakll atau kuasanya, dan
ketidakhadiran tersebut buﬁan*kare;f - «alasa?f 35ang sah, dengan demikian
O berdasarkan ketentuan paséh149 R.B ’

dan memutus perkara ini dengan__' fa

Menimbang, bahwa untuk imem W
Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1988 yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perdamaian melalui proses mediasi, tidak dapat
dilaksanakan, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga
telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung R! Nomor 1 tahun 218 Tentang
Mediasi.
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Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah bahwa
pernikahan Penggugat dan Tergugat merupakan pernikahan yang tidak tercatat,
terhadap pernikahan tersebut Penggugat ingin mengajukan gugatan cerai talak
dengan alasan bahwa sejak bulan Desember 2013, rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisinan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat
tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat
jarang bekerja dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa
memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganyaltidak mempunyai
penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya

dan Tergugat memiliki sifat tempramenta[ Séhln ga setiap ada hal-hal yang kecil

Tergugat langsung marah bahka, 1 c y , m badan/jasmani Penggugat
seperti saat itu Tergugat menanyakan uang yang dlberlkan kepada Penggugat dan
penggugat menjawab bahyfr

°,ang tersebut sudah ”,‘flgunakaﬂ untuk membeli

pa ef'km_jégitahukan kemana tujuan

Penggugat dari tempat Ilnggal bers‘
kepergiannya hingga saat imw i '

Memmbang, bahwa mesklpun Tergug 'ﬁclai-:H pernah hadir di persidangan,
5 & gugai harus dikabulkan dengan

perorangan (personen rechi) ;é‘ng Jrentan: wcfégan kebohaongan {arres) dan
permufakatan para pihak untuk bercerai, maka Majelis Hakim memandang perlu
untuk Penggugat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan bukti-bukti (vide. Pasal 283 R.Bg.) berupa bukt P. yang akan
dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan
pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), sesuai
dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285
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dan 301 R.Bg. juncfo pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1585
tentang Bea Materai juncto pasal 2 Avat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan
Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karena itu secara formil bukti
tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa- bukti P. berupa Kartu Keluarga Penggugat, sehingga
harus dinyatakan terbukti identitas Penggugat telah sesuai dengan gugatan
Penggugat.

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang digjukan oleh Penggugat

adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi

g T

persehsman dan pertengkaran terus

halangan bertindak sebagal»ﬁakm sebag mana Pés'al i17’2 ayat (1) R.Bg. Telah
dlsampalkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan Iangsung terhadap

dengan lainnya, telah sesumkke‘tentua al 175, Easal 308 ayat (1), Pasal 309

R.Bg, sehingga keterangan salt i-8

Si Penggugat telah memenuhi syarat formil
dan materil sebagai Saksi, sehlng'ga_-, akslannya dapat dipertimbangkan lebih
fanjut.

Menimbang, bahwa meskipun Pasai 172 ayat (1) R.Bg. Juncfo Pasal 1910
KUH Perdata melarang kedua Saksi Penggugeat untuk memberikan kesaksian di
depan persidangan, karena memiliki hubungan sebagai Ayah dan Ibu Kandung
Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum [slam mengecualikan
ketentuan umum R.Bg dan KUH Perdata tentang larangan tersebut, hal ini

dimungkinkan jika merujuk pada asas hukum perdata yang menyatakan Lex
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specialis dercgat legi generali (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan
hukum yang bersifat umum). Pengecualian dibenarkannya Saksi keluarga pada
perkara dalam bidang perkawinan juga tersirat pada Pasal 172 ayat (3) R.Bg. Di
samping itu secara filosofis menurut Majelis, kecakapan saksi keluarga untuk
memberikan kesaksian dalam perkara perkawinan adalah karena mereka
dipandang paling mengetahui secara langsung tentang keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat vang sangat privat. . |
Menimbang, bahwa dalam Kketerangan saksi-saksi Penggugat yang
disampaikah dipersidangan telah sesuai dan relevan dengan dalil gugatan
Penggugat, cleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-

dalil gugatan yang diajukan oleh Penggu 12
Menimbang, bahwa berdasar[{a gugata &Benggugat dan ditambah dengan
keterangan Penggugat seﬂa dlﬁukung denga‘ bLiktl-buktl yang digjukan oleh

- Bahwa Penghulu yaﬁ
bernama lyus. t

{ g : K "
- Bahwa wali nikah Penggu jat yait ayah ka 'dung Pﬁnggugat

Tergugat dilaksanakan.

- Bahwa mahar yang diberi Tergugat kepada Penggugat berupa uang sebesar
Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa penyebab permnikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat adalah
karena petugas Kantor Urusan Agama tidak mencatatkan pernikahan
Fenggugat dan Tergugat, pada Penggugat dan Tergugat felah mengkapi
persyaratan pencatatan nikah.
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- Bahwa sejak tahun 2014, Tergugat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
tanpa izin.

- Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali, tidak
pernah mengirim kabar kabar dan uang.

- Bahwa Penggugat den Keluarga 1ielah berupaya mencari keberadaan
Tergugat, namun sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya.

- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah memberi nasihat kepada Penggugat
untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun
Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

- Bahwa Magjelis Hakim juga telaﬁ berusaha menasihati Penggugat untuk
mengurungkan niatnya untuk l;ferc;eraf”de" gan Tergugat namun Penggugat

juga tetap ingin bercerai c.f _gan Tergugat. >, S
Menimbang, bahwa perkara a qua adalah éérkara penggabungan antara
perceraian dan gugatan Pen e'sahan leah:-_ oy
Menimbang, bahwq _’
1889 tentang Peradilan Ag 2 sebag |
Undang Nomor 3 Tahun 2b@a Jis. Unda Uﬁdangimomor 50 Tahun 2009, maka
kumulasi perkara perceralan dengan pengesahan5 nikah, sehingga dapat
dipertimbangkan lebih Ianjuf’ & ' /
Tentang Pengesahan Nikah®;

Menimbang, bahwa tenf@n ugatan_P ngesahan Nikah Penggugat dan

Tergugat ini, telah dilaksanakan \bengu umaﬁf dalam waktu 14 hari, terhadap

pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain,
sehingga telah memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor KMA/Q32/SK/IV/20086
tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku |l Pedoman Pelaksana Tugas
dan administrasi Peradilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Penggugat telah mampu
rmembuktikan dalil-dalil tentang pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa gugatan Pengesahan Nikah terhadap pernikahan yang
dilaksanaken sefelah tahun 1974 dapat saja dibenarkan, namun selain
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terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, alasan yang tepat tentunya harus
dimiliki sebagai penyebab tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dan Tergugat,
sebab jika tidak dengan alasan yang tepat, masyarakat akan menganggap enteng
terhadap kewsjiban pencatatan nikah, hal tersebut di atas senada dengan
pernyataan mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.
Yang berpandangan bahwa “kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan
gejala umum dan didasarkan atas ifikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim
harus mempertimbangkan”. ( H. Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa
permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag. Hasil Rapat Kerja Nasional
Mahkamah Agung RI, tahun 2009, him. 6-7).

Menimbang, bahwa tidak tercatatnyaypernlkahan Penggugat dan Tergugat
bukanlah atas dasar kesalahan yéng disahgaja Mmaupun kelalaian Penggugat dan

Tergugat, melainkan karena. ,kgaa[ahan dan kejalalan Oknum Pegawai Kantor

dipertimbangkan. i
Menimbang, wKompllam Hukum Oslam

a) Calon

Menimbang, bahwa berdas'ﬂ kau,_ketgra gan saksi-saksi, bahwa tidak ada
larangan maupun halangan yangm;meny’ebabkan lerpulusnya perkawinan
Penggugat | dengan Penggugat ll, ketiadaan halangan dan larangan tersebut
menurut Majelis Hakim merupakan alasan yang kongkrit untuk mengabulkan
gugatan tersebut, hal itu sesuai dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam
Kitab Ushulul Fighinya pada halaman 83 sebagai berikut:

Lebgal e debs iy o plobs Bem 930l gt 1B Am 33 3008 L 40
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Artinya:"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanila itu sebagai isteri
seorang laki-laki, maka dihukumkan masih fetap adanya hubungan suami
istari selama ftidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.”

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat | dengan Penggugat [i tersebut
dilaksanakan sesuai dengan ketentusan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi
karena kesalahan oktum Pegawai Kantor Urusan Agama, pernikahaen tersebut
tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Penggugat dan
Tergugat tidak mempunyai bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan sah
pernikahannya, maka demi rasa keadilan danfatau untuk melindungi hak
Penggugat dan Tergugat, Majelis Hamm* memlal harus di tetapkan dan disahkan
pernikahannya, sehingga dapat ﬁl PE

vert ,naﬁan sebagal Bukti Nikah Penggugat |
dengan F'enggugat Il dan dqpaL,deergunaka

sebagal bukti untuk kepentingan

Menimbang, berdasarﬁan pedumbangan-penlmbangan tersebut di atas,
maka gugatan Pengguga; dlpandang telah beralasanv karena telah memenuhi

Penggugat dan Tergugat, namun fakta dlatas telah cukup untuk menguatkan

persangkaan Majelis Hakim secara meyakinkan mengenai adanya perselisihan
dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sejak
bulan Desember 2013, proses penarikan kesimpulan yang sedemikian sejalan
dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran
secara terus menerus sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai

keadazan tersebut sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga
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Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan
untuk rukun kembali, meskipun dalam sstiap persidangan, Majelis Hakim telah
memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali
bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa disharmonis dalam perkawinan, atau yang dikenal
dengan azzawwaj al-maksuroh dalam literatur Islam dan broken marriage dalam
istilah hukum positif, tidaklah hanya berlandas pada kekejaman fisik (phsycaf
cruetly) belakd, namun juga berlandas pada kekejaman mental (mental cruelty).
Yang disebut pertama dan kedua sama-sama berakibat pada tidak terpenuhinya
hak dan kewajiban masing-masing pasangan, sehingga walaupun tidak terjadi
pertengkaran baik mulut maupun j&siF{?« £l

terus menerus,akan tetapi secara
o,

Memmbang hahwa oleh karena telah nya 'bagl Majelis, rumah tangga

e,

Penggugat dan Tergugat i%1.Pt:zlah sangat sullt untuk“‘dldamalkan kembali, kondisi

uniukmu isteri-isteri dari ;en}sm" send.rr supay "*kamu oenderung dan merasa

tenteram kepadanya dan duadlﬁ'anNy di ante kamu rasa kasih dan sayang..
Menimbang, bahwa jika tetap 10 l;tahankan perkawinan Penggugat dan

Tergugat akan dapat menimbulkan 'méfsadah bagi kedua pihak, sedangkan

perceraian juga bisa menghilangkan kemaslahatan dan sekaligus juga mafsadah
bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena
berhadapan dua marfsadah maka harus dipilih dengan melakukan mafsadah yang
lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah figh dalam Kitab Ashbah wa
an-nazair karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161 yang berbunyi:

was ¥

FFEY u!S.DL e Ln.{,.oja.cl .15 obiids faslald 13)
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Arlinya : “Apabila berhadapan dua mafsadah dibindari mafsadsh yang
paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.
atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah mafsadah yang
[ebih ringan mudaratnya bagi Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan
mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R} Nomor
534{K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian
tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcockan atau salah satu pihak telah
meninggalkan pihak lain, telapi yang periu dilihat adalah perkawinan itu sendiri,
apakah perkawinan itu masth dapat dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa dalam» |spruden5| Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 23TKIAG!199ﬁ rnggat-17: ;‘ret 1999 terdapat suatu kaidah
hukum “bahwa sepasang suamr_“ steri yang !‘e!a c

bkcok satu sama lain, hidup
berpisah dan tidak dalam saru tempat ked:aman bersama lagi, dan salah satu pihak

tidak bernjat untuk menemskan keh.'dupan beré ma dengan pihak fainnya,
dipandang sebagai suatu fakta fYang' teilati :

in sesual dengan alasan

perceraian sebaga;mana maksud ;;'ayat {2) Undang-Undang

i e
?

Nomor 7 Tahun 1574 tentang Perka mna. 3

Menimbang, bahwq dalam YunsprudenSI ;Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 44. KIAGMBQ& tang al 19 F bruaj 1$99 ditemukan suatu kaidah
hukum vang berbunyi "bahwa bifarna

“antara _suamf felah fterbukti dalam

pemeriksaan di Pengadifan Agém fang ada"? e perseﬁrs;han dan didukung ofeh

fakta tidak berhasiinya majeils hakm’x__ wkdnkan kembali para pihak yang
bersengketa sebagai suami istri, maka sésuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf {f)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugafan Penggugat yang memohon
perceraian dengan Tergugat dapaf dikabulkan’.

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang meninggalkan dan
menelantarkan Penggugat sejak bulan September 2014, menurut majelis, tindakan
tersebut tergolong ke dalam kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang
harus dihindari sebagaimana Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan
bahwa Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang
diberikan oleh negara uniuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga,
menindak pelaku kekerasan dalam rumsah tangga, dan melindungi korban
kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu demi menghindari dampak yang
lebih buruk, siklus dan mata rantai kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat harus diputus dengan cara memberi perlindungan hukum
untuk Penggugat yang dalam hal ini sebagai korban yakni berupa pemutusan
hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menurut Majelis
merupakan Solusi terbaik dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa jika dll:hat "glarl aspek sosiclegi, bahwa masyarakat

adalah suatu sistern yang ber]aku tardl dari bag?h yang saling berhubungan satu
sama lain di mana bagian yan g satu tidak bls_ berfun95| tanpa ada hubungan
dengan bagian yang lain, dengan demik1an keluang "'{suaml istri) adalah bagian

dari masyarakat, apablla dalam keluarga i(sual

'g atau istri) tidak dapat
melaksanakan kewallban; sebagalma aka tidak akan terjadi
keseimbangan hidup dalaf’ mah tangﬁ iki

bahwa doktrin George thzfer délam art-

rumah tangga tidak Ia91 diliputi denga& : mg,afaman nyaman, damai dan tentram
maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum. Dengan
demikian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu
gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in

sughra Tergugat terhadap Penggugat.
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Menimbang, bahwa meskipun Pasal B4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1988 Tentang Peradilan Agama dan dikaitkan dengan surat TUADA ULDILAG
MAR! Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 mewajibkan
Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat, tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, namun
berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomeor 1 Tahun 2017 yang
merupakan hasil Rapat Pleno Kamar Tahunan Ke-enam Mahkamah Agung
menyatakan bahwa tidak periu mencantumkan amar putusan tentang perintah
kepada Panitera unfuk mengirimkan salinan putusan vang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pemcata;llean yang mewilayahi tempat tinggal
Penggugat dan Tergugal, tempafﬁ péﬁéawﬁan
dilangsungkan dan Majelis Hakl Wsér

:ﬂaq:

Menimbang, bahwa se agalmana ketentuaﬁ Pasal B9 Ayat (1} Undang-

Penggugat dengan Tergugat

-sependapat: dengérkketentuan tersebut.

Undang Nomer 7 tahun 1%8 ) sebagalmana ielah dmbah dengan Undang-Undang

menghadap di perSIdanganf dak had

2. Mengabulkan gugatan Penggagat uniuk ‘seluruhnya dengan verstek.

3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Fatimah binti Utuh Sofa) dengan
Tergugat (Darmansyah bin Utuh Halui) yang dilaksanakan pada tanggal
09 September 2012, di Desa Bajayau, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten
Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Damansyah bin Utuh
Halui) terhadap Penggugat {Fatimah binti Utuh Sofa).

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumtah

Rp 411.000,00 { empat ratus sebelas ribu rupiah).
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- Demikianiah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tapggal 07 Agustus 2018 Masehi
bertepatan dengan tanggal 25 Zulgaidah 1439 Hijriah oleh H. Subhan, 8. Ag., S.H.
sebagai Ketua Majelis, Lugman Harivadi, $.H. dan Erik Aswandi, S.H.l, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim
Anggota tersebut dan didampingi oleh Drs. Nasa'i sebagai Panitera, dengan

dihadiri oleh Penggugat tanpa My@&ergugat.
Ketua Maielis
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O Rincian Biaya Perkara: L
1. Pendaftaran Rp 30,000,00
2. Administrasi /ATK ~ Rp 50.000,0¢
3. Pemanggilan Rp 320.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Materai Rp 6.00000+
Jumiah Rp 411.000,00 { empat ratus sebelas ribu rupiah).
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20



